nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

TESIS

KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJA
ANTARA PEKERJA DI PT. SINAR REKSA KENCANA DAN

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

TESIS

A
o
W

KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJA
ANTARA PEKERJA DI PT. SINAR REKSA KENCANA DAN PT.
RIGUNAS.AGRI UTAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

TESIS %,

KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJA

ANTARA PEKERJA DI PT. SINAR REKSA KENCANA DAN PT.
RIGUNAS AGRI UTAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DOT4



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

BERITA ACARA BIMBINGAN "gl_ZSIS

Telah Dilakukan Bimbin

26 Maret 2019

gan Tesis Terhadap:

3 26 Maret 2019

4 | 29 Maret 2019

-Bab I1I

-Kesimpulan

-Abstrak

-Saran

-Kerangka Teori, lJika
Suatu Teori Saja Sudah




nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Bisa Menjelaskan Pokok
Persoalan _Tidak Perlu
Menggunakan Bnyak
Teori-Teori Lain




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riaun
. Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 216/KPTS/PPS-UIR/2019 \
G PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN T SISWA
ROGRAM MAGISTER (S2) ILMU

SmmmwE = wA

)

ij:

nya pada Program Magister (S2)
D K3 m’luualkm
dan mempunyai kewenangan

(2i1

G

ﬁq.,wt!t‘h Q%ﬂ‘ﬂ“‘
NN NN,

DRAGIRI HULU”
agister (S2) limu Hukum dalam penulisan tesis.
an ketentuan penulisan tesis sesuai dengan

22 E8E

kepada :
Wilayah X di Padang.
Unisiklversitas Islam Riau di Pekanbaru.
Magister (S2) limu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
S Keuangan UIR di Pekanbaru.



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tanggan dibawah ini :

AL TRRRRNY

Byt

NPM : 171022095



ABSTRACT

In general work agreements are agreements between employers and
workers that contain work conditions, rights and obligations of the parties that
may be carried out in writing and verbally. Work agreements made orally are
often found to be lacking.in implementation, especially.in term of legal certainty
such as case studies conducted by the researcher at PT. Sinar Reksa Kencana and
PT.Rigunas_Agri Utama Indragirt Hulu. The purpose of this Thesis is, First,
knowing the legal position and. certainty. that arises from the employment
agreement between the workers of PT. Sinar Reksa Kencana and PT.Rigunas Agri
Utama Indragiri Hulu concerning the rights and obligations of the parties at PT.
Sinar Reksa Kencana and'PT.Rigunas Agri Utama,'indragiri Hulu Regency.

The type of research used in the study is Observational Research or
empirical sociological legal research. Because, in the study the researcher went
directly to the location or place of the research. This research conducted at PT.
Sinar Reksa Kencana and PT.Rigunas Agri Utama Indragiri Hulu, while
population and sample are parties related to this problem, data sources used are
primary data, secondary data and tertiary data. Technique collection data used in
this study are Observation, Interview and Literature study.

From the result of the study, there are two things that can be concluded.
First, agreement of work agreement that is applied verbally at PT. Sinar Reksa
Kencana is legally and does net.conflict with the prevailing laws and regulations
as well as work agreement applied to PT. Rigunas Agri Utama the working
system agreement made in writing legally and does not conflict with applicable
laws and regulations. It is just that the work agreement system that was made
unwritten was applied at PT.- Sinar rReksa, Kencana does.not guarantee legal
certainty in terms of the rights and obligations of the parties, because many of the
rights of employees or workers have not been fulfilled, such as delays in paying
monthly salaries, absence of overtime pay, rest periods that are not in accordance
with regulations ‘invitations and lack of clear protection regarding security,
occupational health."Second ', effort made by weorkers regarding their non -
fulfillment  of their “rights are through deliberations between workers or
employees and the company, but.it turn out.that these effort have not reached an
agreement, then it can be resolved through the settlement of Industrial Relations
Disputes.



ABSTRAK

Secara umum perjanjian kerja adalah perjanjian antara pengusaha dengan
pekerja yang berisi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang
mungkin dilakukan secara tertulis dan lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara
lisan sering dijumpai-kekurangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal
kepastian hukum.seperti studi-kasus yang dilakukan oleh penulis pada PT. Sinar
Reksa Kencana dan PT. Rigunas Agri Utama Indragiri Hulu. Tujuan dari Tesis
ini, yaitu: Pertama, mengetahui kedudukan dan kepastian hukum yang timbul dari
perjanjian kerja antara pekerja PT. Sinar Reksa Kencana dan PT. Rigunas Agri
Utama Indragiri Hulu mengenai-hak dan:kewajiban para pihak, Kedua, upaya-
upaya yang dapat dilakukan~oleh pekerja terkait/ tidak terpenuhinya hak dan
kewajiban para pihak di PT. Sinar Reksa Kencana dan PT. Rigunas Agri Utama
Kabupaten Indragiri Hulu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observational
Research atau penelitihan hukum sosiologis empiris. Karena dalam penelitian ini
penulis langsung turun ke lokasi atau tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di
PT. Sinar Reksa Kencana dan PT. Rigunas Agri Utama Indragiri Hulu, sedangkan
Populasi dan™ Sample merupakan Kkeseluruhan pihak ‘yang berkaitan dengan
masalah ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer, data skunder dan data
tersier, teknik-pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu
observasi, wawancara dan studi-kepustakaan.

Dari hasil penelitian ada dua hal yang dapat disimpulkan. Pertama,
kesepakatan perjanjian kerja yang diterapkan secara lisan pada PT. Sinar reksa
Kencana tersebut secarah hukum sah dan tidak ‘bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan Yang berlaku/dan| begitujuga dengan perjanjian kerja yang
diterapkan pada PT. Rigunas Agri Utama sistem perjanjian kerja yang dibuat
secara tertulis sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja sistem perjanjian kerja yang dibuat
secara tidak tertulis yang diterapkan di PT. Sinar Reksa Kencana tersebut tidak
menjamin kepastianhukum dari segi hak dan kewajiban para pihak, karena
banyak hak-hak dari karyawan/pekerja belum terpenuhi, seperti keterlambatan
dalam pemberian gaji setiap bulannya, tidak.adanya uang lembur, waktu istirahat
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak adanya
perlindungan yang jelas mengenai keamanan, kesehatan kerja. Kedua, upaya yang
dilakukan oleh pekerja terkait tidak terpenuhinya hak mereka adalah melalui
musyawarah antara pekerja/ karyawan dengan pihak perusahaan, akan tetapi
ternyata upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan
melaui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

menciptak emakn e at. Oleh | ¥ tu hasil-hasil

pembangu : ( - bagai peningkatan
kesejateraan  lal € a : aliknya berhasilnya

pembangu

pembangung

masyarakat.

rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan
harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat yang

sejahtera, adil, makmur dan merata baik secara materil maupun spiritual.?

! Djumadi, Perjanjian Pemborongan,Jakarta: Bina Aksara, 1987. Hal. 1
*Thamrin S, Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia, Pekanbaru: Raja Alaf Riau Publishing,
2018. Hal. 11
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Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebutkan
pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang ada

relevansinya deng asa etens jaa : dilihat dalam Pasal
. “Tiap-tiap

layak bagi

”Setiap orang
adil dan layak
dalam hub n kerja”. ";: ‘- % -L :P- at _ (4 enegaskan bahwa
perlindungan (p [ 1 If si manusia adalah
tanggung j

Peran a tena kerja dala . 3 asional semangkin

ihadapinya. Oleh

Kemampuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja tersebut perlu
memperoleh perlindungan, baik itu berupa perlindungan pekerjaan, perlindungan
hak-hak pekerja, perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga kerja, maupun

perlindungan secara lahir dan bathin.

% Djumadi, Hukum Perburuhan-Perjanjian Kerja, Jakarta: Rajwali Grafindo Persada, 2006. Hal. 2.
* Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Perss, 2010. Hal. 10.
® Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Aktual, Jakarta: Pradanya Paramitha, 2004, Hal. 1.
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Untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut, maka

diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur, terutama dalam masalah

ketenagakerjaan serta menyangkut berbagai dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan

sebagai p
mengikatk : ak lai '1;'_' Isaha bekerja dan

mendapatk pa : engusaha M : nggupannya  untuk

memperkerjaka

pengusaha yang memuat syarat-syarat Kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal

51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa
perjanjian kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan

pekerja atau buru. Artinya adalah bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat oleh

6 Zaeni Asyhadei, Hukum Kerja: hukum ketenagakerjaan bidang hubngan kerja, Rajawali Perss,
2008, Hal. 52.

’ Undang-Undang Rl Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009
tentang “ketenagakerjaan”, Citra Umbara Bandung.
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nenyj wejsy se)

pengusaha dengan pekerja atau buruh, baik dibuat secara tertulis maupun tidak

tertulis ( lisan).

Didalam Pasal 54 ayat (1) dijelaskan juga perjanjian kerja secara tertulis

berbentuk bebas, artinya dapat dibuat secara lisan. Namun jika dibuat secara lisan,
ada ketentuan yang mengharuskan pengusaha untuk wajib membuat minimal surat
pengangkatan. Dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

yang sekurang-kurangnya memuat:®

8 F. X. Djumadji, Perjanjian Kerja-Edisi Revisi, Rajawali Perss, 2005. Hal. 21.
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1. Nama dan alamat pekerja/buruh

2. Tanggal mulai bekerja

3. Jenis pekerjaan

kita lihat ' s : konesualisme
mengandu ada pada saat
tercapainya an perjanjian.
Dengan ka a kata sepakat
mengenai pokok-poke a dak diperlakukan

formalitas te

Asas konsesualisme lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdata,
oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu

disamping kesepakatan yang telah dicapai, maka disimpulkan bahwa setiap

® Maryati Bachtiar, Hukum Perikatan, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007.
Hal. 60.
19 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 5.



perjanjian itu sudah sah (dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai
kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.'

Permasalahan yang sering terjadi yang berkaitan dengan perjanjian kerja
yang berbentuk lisan adalah.tidak adanya.kepastian hukum apabila terjadi
sengketa atau aturan pemberian kerja (pengusaha) dengan penerima kerja
(pekerja/buruh). Disamping itu-juga sering:terjaci penyimpangan antara perkataan
atau kata sepakat mengenai pekerjaan diawal sebelum bekerja dengan keadaan
setelah karyawan tersebut bekerja.

Masalah yang terkait dengan perjanjian lisan dibidang ketenagakerjaan
banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan
yang berskala kecil, sehingga tidak ada kepastian hukum yang melindungi para
karyawan atau pekerja tersebut. Hal ini terjadi karena tidak adanya bukti dari
perjanjian kerja yang dibuat;secara lisan ini, sehingga apa yang menjadi perjanjian
awal antara pemberi kerja dengan penerima kerja tersebut tidak sepenuhnya sesuai
yang dilaksanakan. Seperti masalah yang terjadi di PT. Sinar Reksa Kencana Desa
Kuantan Tenang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Tidak adanya ketepatan waktu dalamspemberian gaji setiap bulannya.*

2. Pekerja atau karyawan bekerja dalam satu minggu 54 jam, padahal menurut
ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ketenagakerjaan karyawan
atau pekerja hanya bekerja dalam satu minggu maksimal 40 jam.*?

3. Tidak adanya uang lembur.

! R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002, Hal. 15

>Wawancara Dengan Mandor Chemis PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Hendra atra, 10
Desember 2018

B\Wawancara Dengan Mandor Panen PT. Sinar reksa Kencana Bapak Andri Yusran , 10 Desember
2018
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Selanjutnya dalam hal pemenuhan hak pekerja di PT. Rigunas Agri Utama
justru berbanding terbalik dengan PT. Sinar Reksa Kencana, berdasarkan

wawancara yang penulis lakukan bahwa di PT. Rigunas Agri Utama telah

meneliti ba n kerja antara
pekerja deng gri Utama baik
dalam hal p aya penyelesaian
sengketa terka Sehingga penulis
tertarik untuk tesis dengan judul
“Kedudukan dan & ‘ anjian’ Kerja Antara Pekerja
Dengan PT. Sinar Reksa ana dan P gunas Agri Utama Kabupaten

Indragiri Hulu”

'* Wawancara Dengan Bapak Dedi Irawan Sebagai Sumer Data Awal di PT. Rigunas Agri Utama.
25 januari 2019
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B. Masalah Pokok

Berdasarkkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis rumusan

masalah sebagai berikut:

tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak di PT. Sinar Reksa
Kencana dan PT. Rigunas Agri Utama Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian yang berhasil adalah suatu penelitian yang dapat
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun

manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum

bisnis pada khususnya.

i referensi di bidang

“Nannaaatthy, -
4
bl

L yang akan

ama yang harus
13 KUHPerdata
yang berbus erjanjian adalah suatu perbuatan d nana satu orang atau

» 15 perbuatan

adalah:
a. Suatu perbuatan
b. Antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih
c. Perbuatan tersebut melahirkan sebuah perikatan diantara pihak-pihak yang
berjanji

d. Suatu sebab yang halal

15 |_jhat pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
'8 Faisal santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakrta: PT. Mitra Wacana Media, 2012, Hal. 20
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Dengan adanya pengertian perjanjian seperti ditentukan diatas, dapat

diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan

perjanjian adalah sama dan berimbang. Pengertian perjanjian seperti tersebut

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.20 Selanjutnya
menurut Hnadri Raharjo”Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum

dibidang harta kekayaan yang didasarkan kata sepakat berdasarkan subjek

7 www.plasa.com. Diakses pada tanggal 6 Desember 2018, pukul 11.09

'8 Setiawan R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Jakarta: Intermasa, 1990, Hal. 1
!° R Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1990. Hal. 1

%% 1bid, Hal. 2

10
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hukum antara yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para
pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang

satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban

a dua pihak,

k melakukan

Arat-syarat yang
an diberi akibat

Pasal 1320

yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.?®
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity).
Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-

perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat

2! Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2009. Hal. 4
22 Wirjono Prodjhodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mundur Maju :Bandung, 2000. Hal. 4
2% Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, Hal. 228-230

11
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hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang
telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.?*

3. Ada suatu hal tertentu (objek) suatu hal tertentu merupakan pokok

dipenuhi. Prestasi itu
ika pokok

jelas, sulit

n yang hendak

undang-undang

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja atau
hak dan kewajiban para pihak.?®
Menurut  Wirjono Projodikoro, perjanjian kerja adalah suatu

perkembangan hukum mengennai harta benda kekayaan antara dua pihak yang

** |bid, Hal. 231

*|bid, Hal. 233

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentanng Ketenagakerjaan, lembaran negara republik
indonesia. Nomor 39, Pasal 14

12
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mana satu pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan pihak lain berhak
menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.”’

Perjanjiann kerja dibuat dengan syarat-syarat material yang haarus

anjian kerja untuk

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu (dalam KUHPerdata disebut
sebagai perjanjian pemborongan).

Pekerjaan untuk perjanjian kerja tertentu tidak dapat diadakan untuk

pekerjaan yang bersifat tetap, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu daan

merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau

2"Wirjono Projodikoro, pokok-pokok Hukum Perjanjiann, libberty,yogyakarta,2003,Hal. 11
28 Djumadi, Op. Cit, Hal. 66
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pekerjaan yang bukan musiman. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya

dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau

kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam jangka waktu tertentu, yaitu:*°

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Perjanjian kerja waktu tidak trtentu dapat dibuat secara tertulis atau
lisan. Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat dibuat secara
lisan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan

terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang

% Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Linnya, Cet-2, Bogor, 2011, Hal. 66
% Ibid, Hal. 67
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berlaku diantara mereka ( pengusaha dan karyawan) adalah klausul-
klausul sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan dan

dianggap menyetujui undang-undang tersebut sebagai sumber perikatan

g sedikit RP.

atan sekurang-

dicantumkan dalam perjanjian kerja, bila perjanjian kerja dilakukan
secara lisan, maka syarat percobaan masa kerja harus diberitahukan
kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat
pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam surat pernyataan,

maka ketentuan masa percobaan dianggap tidak ada.*

%1 Ibid, Hal. 70
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c. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

hak adalah segalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang

yang telah ada sejak lahir dan sebelum lahir. Dalam kamu bahasa indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu
kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak lainnya (pengusaha) sebesar
upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu peerjanjian

kerja apabila mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu

%2 http;//id.m.wikipedia.org/wiki/hak. (terakhir diakses, minggu 16 Desember 2018)
% Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal. 26
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yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Sedangkan hak-hak
dari pekerja diantaranya ialah:

a. Hak atas pekerjaan;

P
ok

4
6
W
r
| #

e S
a2 .

pokoknya wajib untuk melaksanakan pekerjaan itu sendiri.
2. Adanya Unsur Perintah
Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi
adanya perjanjian kerja tersebut. Pekerja haruslah tunduk kepadaa
perintah dan dibawah perintah majikan. Dengan kata lain bahwa

sipekerja dalam melaksanakan pekerjaannya harus berada dibawah orang

17
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. Adanya unsur Upah

lain, yaitu majikan. Sipekerja diwajibkan untuk mentaati peraturan-
peraturan kerja yang ada dalam perusahaan (Pasal 1603 (b)

KUHPerdata). Dalam pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan itu haruslah

umum.

Upah adalah suatu imbalan prestasi yang wajib dibayar oleh majikan
untuk pekerjaan. Jika pekerjaan diharuskan memenuhi prestasi yaitu
melakukan pekerjaan dibawah perintah orang lain yaitu simajikan
sebagai pihak pemberi kerja wajib pula memenuhi prestasinya, berupa

pembayaran atas upah. Hal mengenai upah bisa dilihat dalam Undang-
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Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 91 yang mengatur tentang
kebijakan pengupahan yaitu “pengaturan pengupahan yang ditetapkan

atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat

1dah dari  ketentuan

e. BerakhirnyaF ’Q.
Berakhirnya suatu
1. Pekerja meninggal dunia;

2. Berakhirnya janka waktu perjanjian kerja;

3 M.G.Rood. mengemukakan ketentuan tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian
kerja sewaktu bertindak sebagai tenaga penatar terhadap dosen-dosen hukum perburuhan seluruh
indonesia di fakultas hukum UNPAD Bandung, tanggal 7-9 Agustue 1989 .

*Hidayat Muharam, Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2006, Hal. 11
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3. Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisinan hubungan industrial yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap; dan

0@.

Lawrence. M. Fried

kepastian hukum dalam sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan
hukum, paling tidak haruslah didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi
satu sama lain, diantaranya sansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Salah satu unsur tidak terpenuhi maka kepastian hukum tidak terwujud.*®

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 58
37 http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum.
% http://jurnal.unhalu.ac.id/../sosiologi % 20 hukum% 20 dalam % dimensix.pdf
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Substansi hukum merupakan aturan-aturan hukum, dan struktur atau

lembaga hukum yaitu merupakan aparat penegak hukum seperti kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Sedangkan Budaya hukum merupakan

ketertiba

umum)

a. Ada ang bertugas

SRR RINALS

G %)
o R S Dt

perentara alat-

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, karena adanya
perselisinan mengenai hak, mengenai kepentingan, perselisinan pemutusan
hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu

perusahaan. Penyelesaian perselisinan  hubungan industrial — wajib

* http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html
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dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara

musyawarah untuk mufakat (Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003).

Dala any ian a..m ntuk mufakat tidak

Berdasarkan Undang-Undaang Nomor 2 Tahun 2004, dalam
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, dapat ditempu melalui 3

(tiga) tahap, yaitu:

“® Hardijan Rusli, Op,cit, Hal, 125
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1. Tahap Pertama : Perundingan Bipartit
2. Tahap Kedua :Penyelesaian Diluar Pengadilan, yaitu Mediasi,

Konsiliasi atau Arbitrase;dan

Q%

. Tanggal serta ta

Dalam hal musyawarah dapat mencapai kesepakatan penyelesaian,
maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatanggani oleh para pihak.
Perjanjian bersama tersebut mengikat dan menjadi hukum serta wajib
dilaksanakan oleh para pihak, wajib didaftarkan oleh para pihak yang

melakukan perjanjian pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan
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negeri diwilaya para pihak mengadakan perjanjian bersama. Perjanjian

bersama yang telah didaftarkan akan diberi akta bukti pendaftaran.

Penyelesaian perselisihnan melalui bipartit harus diselesaikan paling

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota.

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima
pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan
penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang

mediasi.
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Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam
sidang mediasi guna diminta keterangannya dan wajib memberikan

keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat

kan oleh mediator
N

vty

2. ale : elambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para
pihak

3. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada

mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam

“ Ibid, Hal. 127
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waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima
anjuran tertulis

4. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran

Penyelesaian perselisihan ~ kepentingan, perselisihan  pemutusan
hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh
hanya dalam satu perusahaan, melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator
yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tempat pekerja atau buruh bekerja
dan yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan kabupaten/kota.
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Penyelesaian oleh konsiliator dilaksanakan setelah para pihak

mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang

ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. Namun konsiliator dipasang dan

Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian hubungan industrial
melalui mediasi, maka perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para
pihak dan disaksikan oleh konsiliator serta didaftarkan di pengadilan
hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak

mengadakan perjanjian bersama.
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Dalam hal tidak tercapai kesepakatan peyelesaian perselisihan

hubunngan industrial melalui mediasi, maka:**

1. Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis.

untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran
6. Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak,
maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian

perselisihan hubungaan industrial pada pengadilan negeri setempat.

2 |pid, Hal. 129
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Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari Kkerja terhitung sejak menerima pelimpahan

penyelesaian perselisihan.

arbiter. Putusan sidang arbiter ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku seperti perjanjian, kebiasaan, keadilan, dan
kepentingan umum.

Putusan arbitrase mempunyai ketetapan hukum mengikat para pihak

yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap.

Putusan arbitrase didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada
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pengadilan negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan. Perselisihan

hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase

|.43

tidak dapat diajukan ke pengadilan hubungan industria

operasiona gertian atau

penafsiran arena itu, dalam

penelitian i

tentang apa yang boleh dilakukan ang tida g demi menjamin

keamanan h

telah ada sejak lahir.
Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus
dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya.
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja

pada waktu sebelum, selama dan sesuda masa bekerja.*

“* Ibid, Hal. 130
* Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalaah istilah dari
penyelesaian perselisihan hubungan industrial pengusahaa atau gabungan

pengusaha dengan pekerja ataau serikat pekerja, karena daya perselisihan

metode pe g dig @ 3 1 an sebagai berikut:

1. Jenis Pe

Dilihat i neliti “adal cedalam golongan
dengan cara

data primer dan

gambaran secara lengkap dan jelas mengenai obyek penelitian, dapat berupa

manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu.*’

** pasal 1 Angka 1 undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan

*® Sri Wahyuni, dkk, Pedoman Penulisan tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam
Riau Tahun 2012, UIR Perss, pekanbaru, 2012. Hal. 11

*" Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Jakarta: Ul Perss, 2006. Hal. 10
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3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, lokasi penelitian ini yakni PT. Sinar

Reksa Kencana Desa Kuantan Tenang, Kecamatan Rakit Kulim, sedangkan

*Masyhuri dan M. Zainuddin. Metodologi Penelitian Pendekatan praktis dan Aplikatif. PT. Refika
Aditama, Bandung 2008.

*Sykandarrumidli, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 47-50
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Tabel. |
Populasi dan Sample

No

Responden

pengambilan data dilakukan

responden.

Sumber Data

Populasi

Keterangan

Pimpinan
Dinasker
Indragiri Hulu

Menager PT.
Sinar Reksa
Kencana dan
Menager PT.
Rigunas Agri
Utama

Kasie,Personalia,
Mandor di PT.
Sinar Reksa
Kencana,
sedangkan di PT.
Rigunas Agri
Utama Humas,
Personalia,
asisten kepala

cara wawancara langsung kepada

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

skunder.
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a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung

yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik

pengumpul data.

, Undang-

Perdata serta

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) HEBHBZISIICIJG(I
NI disay yejepe i uawnyo(g
o
o
5
=

dalam penelitian hukum ini adalah pengamatan atau observasi, wawancara, dan
dokumentasi yang dilakukan langsung kepada responden yaitu Maneger PT.
Sinar Reksa Kencana dan PT. Rigunas Agri Utama, Karyawan atau Pekerja

PT.Sinar Reksa Kencana dan PT. Rigunas Agri Utama.
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7. Analisis Data

Data primer yang diperoleh dilapangan yang berkaitan dengan penelitian dan

data skunder kemudian diolah sesuai dengan masalah pokok penelitian yang

p sara deduktif yaitu

aRAEN

suatu ca m kepada hal-hal

yang be dan kepastian

hukum

N
@
S

Q
©
5

=
@
3
o
@
=

kerja di

Indragiri

‘g\‘h\"ﬁ\
=
A

P
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Perusahaan

Qg‘

Untuk meningkatka

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, di Kecamatan Rakit Kulim
Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya, Maka pihak perusahaan dari PT.
Sinar reksa kencana yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ingin
membuka cabang di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu
tepatnya di desa Kelayang, kemudian diikuti oleh desa tetangga seperti desa

Kota Baru dan Talang Tujuh Buah Tangga.
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PT. Sinar reksa kencana merupakan perusahaan terbesar di kecamatan
rakit kulim dari segi perolehan lahan yang di impestasikan oleh masyarakat

terhadap perusahaan tersebut. Total lahan yang di kelolah oleh perusahaan

mber 2012 sebanyak

ﬁ}\“ .G erbesar di

yang cu i ri jumlah m, Ka g menginvestasikan

lahanny;

setengah jadi untuk di Ekspor. PT. Rigunas Agri Utama ini terletak di Desa
Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada Tahun 2005 PT. Rigunas Agri Utama memperoleh penghargaan dan
sertifikat dari pemerintah sebagai perusahaan yang PRIMARNIARTA karena
dinilai berprestasi dalam peningkatan ekspor CPO, dan pada Tahun 2008

memperoleh sertifikat mutu ISO 9001: 2008 dan SNI 9001: 2008.
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PT. Rigunas Agri Utama merupakan salah satu perkebunan yang
tergabung dengan ASIAN AGRI yang merupakan salah satu produsen minyak

kelapa sawit terbesar di Asia dengan pencapaian kapasitas produksi pertahun

Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia professional

- Memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan

- Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan Terdapat 8

perilaku utama insan PT. Sinar Reksa Kencana

- Saling menghargai dan bekerjasama
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- Jujur tulus dan terbuka

- Disiplin dan konsisten

- Berpikir berkata dan bertindak terpuji

berkelanjutan

1gi Masyarakat,
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Organisasi dalam pengertian statis adalah suatu wadah atau tempat
kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Sedangkan dalam pengertian dinamis adalah suatu proses
kerjasama antar dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.
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Hasil dari pada kegiatan pengorganisasian adalah terciptanya suatu
organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan yang bulat dalam

pencapaian tujuan menurut rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai

ditentuka

Ad

PT. Sinar

‘\\‘%\‘\\

P

ASKEP CD- ASISTEN
DL LAPANGAN
KEMAS
\ 4
ADM.ASKEP
CD-DL
MARDIANA
PEMBE PERSON PEMBUKU/ KA. GUDAN KASIR
LIAN ALIA MARZUK| JHON HENF KARM
NECDIA ILA
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Tugas manejer dan staf beserta karyawannya tetap kantor besar PT.Sinar
Reksa Kencana (SRK) cabangSentosa Estate desa kuantan tenang.

1. Estate Manejer

Estate e Ksa S uNgsi- nya, dimana

masyarakatan tentang pengolahan lahan yang dimitrakan.
b. Menyelesaikan permasalahan jika terjadi kesalahan yang terdapat

dilapangan.

3. Asisten lapangan/Asisten survey
a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai standar perusahaan yang di utuskan

oleh atasan dilapangan.
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b. Melakukan kontrol terhadap pekerjaan karyawan dilapangan.

c. Melaporkan hasil pekerjaan dilapangan.

. Kasie

kasie dan payrol.

b. Mengirimkan semua laporan yang telah diterima ke kantor pusat.

. Pembelian

a. Membuat laporan BON permintaan barang yang dibutuhkan karyawan.

b. Melakukan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor jika dibutuhkan.
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9. KA. Gudang

a. Mencatat laporan penerimaan maupun pengeluaran barang yang keluar

masuk dari gudang.
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sebagai berikut:

1. Senior Menager
Pimpinana suatu sub fungsi kerja (depertemen) yang memiliki persfektif dalam
perencanaan jangka pendek serta mengembangkan konsep kerja, kebijakan-
kebijakan dalam area kerja.

2. Manager
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Pelaksana dan tanggung jawab atas aktivitas perusahaan sebagai koordinator,
mengawasi kerja para karyawan dikantor dan dilapangan.

3. Mantri

Pekerja
Melakuka el : dan menjaga

kesehatan

Jumlah Karyawan/Pekerja

PT. Sinar Reksa Kencana

No Jumlah Karyawan Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 1.3

Jumlah Karyawan/Pekerja

PT. Rigunas Agri Utama
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Jenis Kelamin

No Jumlah Karyawan i i
Laki-Laki Perempuan

157 Orang

dirinya terhadap satu orang la ehinggah suatu perjanjian berlaku
sebagai undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta
mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak
tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan

antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Perikatan adalah hubungan
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hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena
perbuatan, peristiwa, atau keadaan.™

Perjanjian (Verbintenis) mengandung pengertian suatu hubungan
kekayaan hartadbenda antara.dua orang atau-lebih yang memberi kekuatan hak
pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada
pihak lain untuk memperoleh dan melakukan.prestasi.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara para ahli mengenai
rumusan yang kongkrit tentang perjanjian, hal ini diakibatkan karena terlalu
luasnya aspek yang terkandung didalam suatu perjanjian. Menurut Ridwan
Syahrani mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak
didalam lapangan kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas
prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenunhi prestasi itu.”*

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, Menyebutkan bahwa perjanjian
adalah sutu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak yang
mana satu pihak berjanji atau dianggap telah berjanji untuka melakukan suatu hal
sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.>

Suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain terdapat
pula suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya,
artinya hukum pada hakekatnya telah meletakkan hak pada satu pihak dan

kewajiban pada pihak lainnya. Apabilah salah satu pihak tidak dapat

%0 Reni Triana Sari, Aspek-Aspek Keperdataan Dalam Perjanjian Kerja Pada PT. Perkebunan
Nusantara V di Pekanbaru, Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau, 2008. Hal. 28

*! Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2004, Hal. 203

52Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur Bandung,
1992. Hal. 9
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melaksanakan kewajibannya, maka hukum dapat melaksanakan pada pihak yang

lainnya supaya dapat memenubhi segala kewajibannya.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai perjanjian tersebut, dapat

atas saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para
pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

Sebagai hal yang mendasar yang harus diketahui adalah bahwa suatu
kesepakatan itu harus diberikan secara bebas. Hal ini dapat disimpulkan dari

pasal 1321 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan itu sah

5% Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001. Hal. 76
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apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan,
ataupun tidak karena penipuan.

Apabila sebaliknya terjadi, kesepakatan itu menjadi tidak sah dan

orang-orang Q. , orang.« yang  ditaruh  dibawah
pengampuhan, dan u. an-peremp ang bersuami, dengan siapa
mereka membuat perjanjian tertentu.

Pada dasarnya seseorang yang mengadakan perjanjian mempunyai
niat serius untuk mengikatkan diri (niat nontraktual), mengerti akan isi dan
persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang akan dipikulnya

serta akibatnya sehinggah orang tersebut haruslah cakap menurut hukum.

> |.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak. Jakarta: Mengapoin, 2007. Hal. 47
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Secara sederhana dapat dipahami bahwa apabila orang yang pemikirannya
belum matang, sakit ingatan atau gila, atau dalam keadaan tidak sadar

karena pengaruh obat-obat terlarang, dapat diperkirakan bahwa orang yang

yang didalam

ati. Ketentuan ini

mempunyai kekuatan.

Untuk syarat kesepakatan para pihak dan cakap hukum disebut dengan
syarat subjektif dan apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian
dapat dibatalkan, untuk syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal

disebut dengan syarat obyektif, apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan

% |bid. Hal. 48
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batal demi hukum. Dengan mengadakan perbedaan ini, akibat hukum yang

ditimbulkan juga berbeda. Ada perjanjian yang dapat dibatalkan dan ada

batal dengan sendirinya yang disebut batal demi hukum, dapat dilihat dari

Perlu dipahami bahwa syarat objektif yang terpenuhi, perjanjian itu batal
demi hukum, namun apabila syarat subjektif yang tidak terpenuhi maka salah

satu pihak berhak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.

% |bid. Hal. 48
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3. Asas-Asas Perjanjian
hukum perjanjian memiliki asas yang penting yang merupakan dasar kehendak

bagi pihak-pihak dalam mencapai tujuan, asas tersebut adalah sebagai berikut:

1338

ah syarat-syarat sahnya
terpenuhi. Jadi dengan adanya kata akat perjanjian tersebut pada
prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum sehingga
sejak saat itu telah timbul hak dan kewajiban diantara pihak sebagaimana
yang telah dijelaskan didalam pasal 1320 ayat (1) KUHperdata yang
menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya

kesepakatan pada kedua belah pihak.

57 Munir Fuadi, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua. Bandung: Citra
Bakti, 2003. Hal. 30
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c. Asas Kekuatan Pacta Sunt Servanda

Asas ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu perjanjian yang

dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum penuh sebagaiman tertulis

338 ayat (3)
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para anya iti kedua bela pihak dalam

dengan pihak lain
menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa akan
memegang janjinya. Tanpa adanya kepercayaan maka mustahil perjanjian

itu akan tercipta.
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f. Asas Kekuatan Mengikat
Asas kekuatan mengikat adalah bahwa para pihak akan saling terikat untuk

memenuhi prestasi sebagaimana yang telah tertera didalam perjanjian yang

ilmu

yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima
suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pada perjanjian ini
hanya memebrikan keuntungan kepada satu pihak saja, misalnya: perjanjian

pinjam pakai dan perjanjian hiba.

S8Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Surabaya: Prestasi Pustaka
Publisher, 2006. Hal. 226
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c. Perjanjian Bernama (Khusus) dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama termasuk kedalam perjanjian khusus yaitu

perjanjian yang mempunyai nama tersendiri. Maksudnya bahwa perjanjian-

perjanjian itu ada penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu
sah menurut hukum atau tidak.
e. Perjanjian Konsesual dan Perjanjian Ril
Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana kedua belah pihak

telah tercapai kesesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut

Aji Prayudi, Aspek-Aspek Hukum Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Hal. 45
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KUHPerdata perjanjian ini sudah memiliki kekuatan yang mengikat.

Sedangkan perjanjian ril adalah perjanjian yang terjadinya dan sekaaligus

realisasi tujuan perjanjian yaitu pemindahan hak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi terdiri dari tiga macam, yaitu
wanprestasi antara lain:

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

b. Debitur terlambat dalam menuhi prestasi;

c. Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana semestinya.®

% Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2011. Hal. 49.
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Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut diatas dapat menimbulkan
keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apabila debitur tidak

dapat memenuhi prestasi maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila

mesti

diharap

dapat d

prestasi.

6. Overmacht atau Force Majeure
Pada umumnya tidak memenuhi perikatan maka menjadi tanggung jawab
debitur apabila ia baik sengaja maupun kesalahannya tidak memenuhinya.

Namun apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan

61 Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan
Contoh Kasus, Jakarta: Prenada Media group, 2005. Hal. 52
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. Berakhirnya Perjanjian

maka dapat dikatakan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat
dipertanggungkan keadaannya.

Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-

daan memaksa adalah

Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi
isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantaraa para pihak
menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian oleh

tercapai oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan
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berakhirnya perikatan, karena perjanjian baru berakhir apabila seluruh

perikatan yang timbul karenanya telah terlaksana.®

Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Jika kata-kata dalam kontrak menimbulkan berbagai macam penafsiran
maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian

tersebut

62 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986. Hal. 51

6% Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2003. Dikutip dari Jurnal Siti Yulia M Yusuf Daeng, Kedudukan Perjanjian Baku Terhadap Jasa
Laundry Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Di
Kotapekanbaru, Alumni UIR Pekanbaru, Kajian Utama Hukum Bisnis, 2014. Hal. 60
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b. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran maka harus menyelidiki

pengertian yang memungkinkan perjjanjian itu dapat dilaksanakan

c. Jika kata-kata dalam perjanjian itu diberikan dua macam perintah maka

perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu siburuh
mengikatkan dirinya untuk berada dibawah perintahnya pihak yang lain,
simajikan untuk satu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima

upah.

% Lihat Pasal I Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Taahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Menurut Prof. Imam Soepomo menyatakan bahwa perjanjian kerja
adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan dirinya untuk

bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan
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diatas, yaitu yang me edudukannya dibawah yaitu
diperintah.®’

Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan timbul permasalahan-
permasalahan yang akan di hadapi dalam penyelenggaraan perjanjian kerja

tersebut, untuk mengatasi antara kedua belah pihak tersebut maka diperlukan

%Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja, Jakarta: Ppakri
Bayangkara, 1968. Hal. 57

% Subekti, Aneka Perjanjian. Op. Cit. Hal. 63

%7 Djumialdi, Perjanjian Kerja. Jakarta: Bina Aksara, 1977. Hal. 14
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suatu perlindungan dari pihak lain untuk memberikan perlindungan pada salah

satu pihak yang kedudukan dan posisinya lemah.

Perjanjian dibuat atas dasar:

buruh/pek lengan majikan a :' )eng y i . e an kewajiban bagi

pihak lainniesdBNgan Wellikian jdgal Sebatil 0 pihak yang satu
=K== - 2

merupakan

Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut, maka tidak ada
hubungan kerja. Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal sebagai berikut:*°
a. Pembuatan perjanjian kerja (titik tolak adanya suatu hubungan kerja);

b. Kewajiban buruh (untuk melakukan pekerjaannya sekaligus merupakan hak

dari penngusaha atas pekerjaan tersebut;

%8 Sendjum. W, Manullang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Hal. 64
*Ibid. Hal. 66
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c. Kewajiban majikan atau pengusaha;

d. Berakhirnya hubungan kerja; dan

e. Cara penyelesaian perselisihan atau pihak yang bersangkutan.

Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang bukan hanya perjanjian yang
hanya menguntungkan di satu pihak saja yaitu pengusaha, namun dipihak lain
juga menguntungkan pihak pekerja, karena pada dasarnya dari perjanjian
tersebut menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang bukan hanya timbul

dari perjanjian kerja yang dibuat, melainkan juga menimbulkan hak dan

"% Djumadi, Op. Cit. Hal. 48

64



iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

kewajiban dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
Secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang baik haruslah memuat sekurang-

QQ e kewajiban pekerja atau
buruh, ketentuannya bisa ‘ - , 1603 (a), 1603 (b), dan 1603
(c) KUHPerdata yang pada prinsipnya dapat disimpulkan sebagi berikut:"*
1. Buruh Wajib Melakukan Pekerjaan
Pada prinsipnya dalam melakukan isi perjanjian Kkerja, sipekerja wajib
melaksanakan pekerjaan itu dengan sendiri, akan tetapi karena alasan-alasan

tertentu, maka ketentuan tersebut bisa dikesampingkan. Sehingga dalam

™ Jamal Wiwowoho, Pengantar Hukum Bisnis, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan
UNS dan UPT, 2008. Hal. 94
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praktek pelaksanaan, biasanya pihak pekerja yang membuat perjanjian kerja

tersebut dapat menyuruh orang lain untuk menggantikan pekerjaan tersebut

dengan terlebih dahulu meminta izin kepada sipemberi kerja. Sehinggah

3. Kewajiban Untuk Membayar Ganti Rugi dan Denda
Jika pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaannya, akibat kesengajaan
atau kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, kehilangan
atau kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan atau yang merugikan

majikan. Atas kejadian tersebut, resiko yang timbul menjadi tanggung jawab

2 A.Ridwan Halim, Seri Hukum Perburuhan dan Aktual, Jakarta: Pradyana Paramita, 1987, Hal.
57

66



sipekerja. Tetapi dengan catatan apabila kejadian tersebut karena adanya
unsur kesengajaan atau kelalaian dari sipekerja. Ada suatu asas yang bisa
disebut demnum in iura datum yang artinya perbuatan melanggar hukum
dapat menimbulkan ganti.rugi. Sebaliknya jika kejadian tersebut bukan
karena kesalahan sipekerja atau karena diluar batas kemampuan sipekerja
maka kejadian tersebut bukan menjadi tanggung jawab sipekerja. Misalnya
karena bencana alam dan kejadian yang sejenisnya.
b. Kewajiban-kewajiban dari pihak pemberi kerja
Dalam hubungan kerja simajikan memiliki banyak kewajiban terhadap

sipekerja, akan tetapi kewajiban yang paling utama yang harus dilakukan oleh

sipemberi kerja adalah kewajiban majikan untuk membayar upah tepat pada

waktunya. Kewajiban-kewajiban pemberi kerja dalam hubungan kerja yaitu:

1. Kewajiban Untuk Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu
Kewajiban majikan salah satunya adalah wajib berbuat sesuatu atau
sebaliknya untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam
keadaannya sama seharusnya dilakukan atau-tidak dilakukan. Selanjutnya
dalam hal membicarakan. kewajiban. ini- simajikan haruslah bertindak
sebijaksana mungkin.

2. Kewajiban Untuk Memberikan Istirahat Tahunan
Didalam pasal 1602 (v) KUHPerdata Jo. PP Nomor 21 Tahun 1954 tentang
istirahat tahunan buruh, dalaam ketentuan tersebut menyebutkan pihak
majikan diwajibkan untuk mengatur pekerjaan sedemikian rupa, sehingga

disatu pihak hak cuti atau istirahat bisa diberikan secara teratur dan dipihak
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lain jalannya produksi dari suatu perusahaan tidak terganggu. Sehingga
semua pihak bisa melaksanakan kewajibannya dengan tenang sebaliknya

haknya juga tidak terabaikan, karena itu semua bisa terpenuhi dengan baik

;& nbahwa majikan diwajibkan

memberikan surat Ke . d ,u i tanggal dan tanda tangan

simajikan. Dalam surat keterangan tersebut berisi sifat pekerjaan yang

dilakukan, lamanya hubungan kerja antara siburuh dan majikan. Surat

keterangan itu diberikan pada saat hubungan kerja tersebut telah berakhir
atas permintaan sendiri oleh sipekerja.

5. Kewajiban Majikan Untuk Memberlakukan Sama Antara Pekerja Pria dan

Wanita
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Majikan dalam mengadakan perjanjian kerja, tidak boleh membedakan
antara calon pekerja pria dengan wanita, baik sewaktu mengadakan

kesempatan pendidikan, syarat-syarat kerja, dalam arti kenaikan pangkat

perjanjian kerja.”® Pengertian lebih lanjut mengenai Hubungan Kerja antara
pengusaha dengan pekerja atau buruh diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka
15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-

Undang tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara pengusaha dengan

pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan,

7 Jamal Wiwoho, Pengantar Hukum Bisnis, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS
dan UPT, 2008. Hal. 90
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upah atau imbalan dan perinta yang disebut hubungan kerja.”* Kesimpulannya

dari hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha

dan pekerja atau buruh.

perjanjian  Kkerja,

yang dapat

perundang-undangan atau perjanjian kerja bersama (PKB). Perusahaaan

mempunyai kewajiban memberikan surat peringatan atau SP sebanyak 3 kali

berturut-turut sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).”
Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh ada yang

berjalan baik sehinggah batas akhir dari bentuk perjanjian kerja kerja dan adah

" Lihat Pasal | angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
" Zaeini Asyhadie, Pemutusan Hubungan Kerja, Jakarta: Rajawali Perss, 2014, Hal. 173
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yang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan kontrak tersebut. Dalam dunia
kerja ada dikenal dengan istilah PHK (pemutusan Hubungan Kerja), dimana

PHK ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa

ang Nomor 13 Tahun

eamaaYedy,

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan:’®
a. Pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit selama waktu

tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus

1bid. Hal. 178
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b. Pekerja atau buruh berhalangan melaksanaakaan pekerjaannya karena untuk

memenuhi  kewajiban terhadap negara seusai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan
I. Perbedaan paham, agama aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis

kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan

J. Pekerja atau buruh alam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja

atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter

yang jangka waktu penyembuhan belum tentu dapat dipastikan.
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Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan dengan alasan seperti

diatas batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja

atau buruh yang bersangkutan. Apabila pengusaha akan melakukan PHK, maka

3. Pengunduran diri karena mencapai usia pensiun
4. Pekerja melakukan kesalahan berat

5. Pekerja ditahan pihak yang berwajib

6. Perusahaan mengalami kerugian

7. Pekerja mangkir terus menerus

™ Ibid. Hal. 179

karena
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8. Pekerja meninggal dunia

9. Pekerja melakukan pelanggaraan

10. Perubahan status, pengabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan

2. Pekerja atau buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara
tertulis atau kemaauan sendiri tanpa adanya suatu indikasi atau tekanan
dari pengusaha sehngga berakhirnya hubungan kerrja sesuai dengan

perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali
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3. Pekerja atau buruh (Karyawan) mencapai usia pensiun sesuai ketetapan

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

(pekerja dan
berwenang
ertulis  kepada
akan perjanjian
endesak karena

a yang ilakukan

terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”
Menurut Sudikno Mertokusumo Asas kepastian hukum yaitu asas dalam

negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

’® Zaeini Asyhadie, Hal. 183
"http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum. (terakhir ~ diakses, 29 Januari
2019)
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kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.®

Maksudnya tanpa kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang harus

diperbuat dan akhirnya timbul keresahan. Aturan hukum, baik berupa undang-

sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedmen, bahwa dalam
kepastian hukum maka ada tiga hal yang harus dibicaraakan yaitu:®
a. Substansi Hukum

b. Struktur Hukum

8sydikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar) Yogyakarta: Liberty, 1988, Hal. 58

8 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2009,
Hal. 137.

83ujipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 154
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c. Budaya Hukum
Substansi hukum merupakan hukum yang dibuat oleh pihak yang

berwenang. Peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dalam

masyara

menunju
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Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu
diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan
dalam negara, maka hukum positif harus selalu ditaati walupun isinya kurang
adil, atau isinya kurang sesuai dengan tujuan hukum. tetapi terdapat

pengecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan
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menjadi begitu besar sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu

tata hukum itu harus dilepaskan.®®

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal harusnya sejalan.

terjadi sehinggan dapat memberikan keuntungan yang timbal balik (Reprocal
benefit) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung

maupun tidak beruntung.

8 Lihat Radbruch dalam buku The Huijbers, Filsafat Hukum Lintas Sejarah, Jakarta: Kamisius,
1982, Hal. 163.

#Jhon Rowls , A Theory Of Justice: Oxford University Press yang sudah Diterjemahkaan Kedalam
Bahasa Indonesia oleh Uzar Fauzan daan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2006, Hal. 23.
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Hukum mempunyai tujuan mewujudkan keadilan dengan memberikan
kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan

tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut maka harus

aturan atau ketentuan

® Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasara-Dasar Filsafat dan teori Hukum, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2001, Hal. 54.
8 peter Mahmud Marzuki, Op, C it, Hal. 139.
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Kedudukan Dan Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Antara Pekerja Di PT.

jika dilakuka an perjanjian kerja tert ; n.ada proses-proses
urutnya terlalu

perjanjian kerja

kerja secara tertulis sehingga kegiatan yang telah berjalan selama ini adalah
hasil dari perjanjian lisan yang diterapkan diawal perjanjian kerja yang dibuat
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, termasuk didalam perjanjian

mengenai pelaksanaan pekerjaan.®

¥ Wawancara dengan Manegar PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Syamsuardi, 25 Februari 2019,
Jam 9.05 Wib.

% Wawancara dengan Personalia Karyawan PT. Sinar reksa Kencana Bapak Mardiles, 21 Februari
2019, Jam 09. 00 Wib.
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Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, penulis

tidak menemukan adanya larangan dalam praktek perjanjian kerja yang dibuat

yang dilakukan

-undangan yang

Jika dilihat dari penjelasan pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 mengatakan pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis,
namun melihat kondisi masyarakat yang beragam memungkinkan perjanjian
dibuat secara lisan. Dari penjelasan pasal 51 tersebut jelas bahwa tidak ada
larangan perjanjian kerja dibuat secara lisan maupun tertulis sehingga para

pihak memang bebas untuk memilih bentuk perjanjian kerja yang diperkuat
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lagi dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Syarat

sahnya perjanjian kerja yang telah terpenuhi.

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Syarat sah

mereka sepakat mengenai hal-hal perihal perjanjian kerja lisan yang mereka
buat, pihak pengusaha selaku pemilik perusahaan tidak pernah menyinggung
dan membahas mengenai surat pengangkatan ini.* Hal ini tentu tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat pengangkatan ini

dimaksudkan agar apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pekerja

8 Wawancara dengan pekerja/ karyawan PT. Sinar reksa Kencana bapak Mardiles, 21 Februari
2019, Jam 09.00 Wib
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dengan pengusaha di pengadilan hubungan industrial maka pihak pekerja dapat
melakukan pembuktian dengan adanya perjanjian kerja tertulis atau surat

pengangkatan tersebut bahwa benar pekerja/ karyawan tersebut bekerja di

apan perjanjian

arenakan pihak

Rigunas Agri

t secara tertulis.

d. Tempat pekerjaan

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh

g. Mulai dan jangka berlakunya waktu perjanjian kerja

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
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i. Tanda tanggan para pihak dalam perjanjian
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pekerja/

karyawan yang bekerja di PT. Rigunas Agri Utama tersebut, memang benar

Agri Utama.
3. Pihak kedua wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan ataau

arahan dari pihak pertama

*% Wawancara dengan Humas PT. Rigunas Agri Utama Bapak DS. Zendrato, 15 Februari 2019,
Jam 9.30 Wib
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4. Apabila diperlukan pihak kedua bersedia melakukan tugas dan pekerjaan

sesuai kebutuhan kebun, dimana pengaturan dan penempatannya

ditentukan oleh pihak pertama.

Phak pe

PERATURAN KERJA

1. Menegakkan dan melaksanakan semua disiplin kerja yang telah
ditetapkan pihak pertama, baik dalam masa tugas maupun diluar masa
tugas

2. Mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya setiap arahan dan perintah

yang disampaikan pihak pertama
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3. Tidak akan melakukan kesalahan sebagai berikut:

a. Melakukan penipuan, pencurian, dan penggelapan barang atau uang

milik pengusaha atau milik teman kerja

an, medat,

ka, zat adiktif,
itempat kerja

aturan perundang-

perusahaan atau teman sekerja

g. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undagan
h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiiarkan dalam

keadaan berbahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan
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kerugian bagi perusahaan atau sengaja membiarkan teman sekerja
atau pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja

i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau

berlaku sejak tanggal

ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Di PT. Sinar Reksa Kencana dan PT.
Rigunas Agri Utama Indragiri Hulu Terkait Hak dan Kewajiban Para

Pihak
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Secara umum kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh dan perbutan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan

diperhaatikan.

bahwa dalam

tersebut tidak tegas dalam mengatur kepastian hukum perjanjian kerja lisan.
Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan mengenai -efektifitas
perjanjian kerja yang dibuat secara lisan khususnya mengenai pemenuhan hak
dan kewajiban para pihak.

Struktur atau lembaga hukum yaitu merupakan aparat penegak hukum

seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Mengenai struktur
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hukum dijelaskan sebagai suatu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana
hukum ini menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Jadi struktur hukum itu
merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum yang
memungkinkanterlaksananya pelayanan danpenegakan hukum.

Budaya hukum merupakan sikap, cara pandang, dan respon-respon dari
masyarakat terhadap substansit dan Struktur hukum tersebut. Dalam hal
perjanjian Kerja lisan ini akan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dimana
nantinya akan membuktikan sejauh mana respon dan cara pandang masyarakat
terhadap aturan hukum tentang perjanjian kerja itu sendiri. Kepastian hukum
menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan
konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif.

Dengan demikian dapat dipat disimpulkan kepastian-hukum merupakan
perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang
yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam
keadaan tertentu. Jika melihat isi perjanjian yang diterapkan di PT. Sinar Reksa
Kencana Indragiri Hulu, bahwa perjanjian.lisan yang diterapkan tersebut tidak
jelas mana yang menjadi hak dan kewajiban dari pekerja dan mana yang
menjadi hak dan kewajiban dari perusahaan. Hal ini akan menjadi suatu
masalah jika efektifitas dari perjanjian kerja yang dibuat secara lisan khususnya
mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak tidak sepenuhnya dapat
terpenuhi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan suatu

permasalahan dikemudian hari karena adanya rasa ketidak adilan mengenai isi
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dari perjanjian kerja tersebut, maka dari itu diperlukan adanya suatu kepastian
hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pekerja/

apabi menelaah lebih jauh
mengena enelitian i aka daj ikataka g epastian hukum
dari perjé erje : ar Reksa Kencana

Indragiri Ak » . dan kewajiban dari

hak pekerja/ karyawan yang dilanggar atau tidak terpenuhi adalah sebagai
berikut:*

1. Waktu Kerja/ Jam Kerja

°! Wawancara dengan Personalia PT. Sinar Reksa kencana Bapak Mardiles, 21 Februari 2019, Jam
09.00 Wib.

% Wawancara dengan Mandor Chemis PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Hendra Atra, 26 Februari
2019, Jam 10.20 Wib.
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Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pekerja/
karyawan yang didasarkan pada perjanjian kerja lisan yang diterapkan, jam
kerja karyawan di PT. Sinar Reksa Kencana Indragiri Hulu yang didasarkan
dari perjanjian lisan adalah. dari jam_08.00 sampai dengan jam 17.00 yang
dapat diartikan bahwa jam kerja di PT. Sinar Reksa Kencana Indragiri Hulu
adalah 9 (sembilan) jam dalam ‘'sehari atau. 54 (lima puluh empat) jam dalam
1 (satu) minggu untuk masing-masing pekerja/ karyawan, dengan demikian
waktu hari kerja yang berlaku di PT. Sinar Reksa Kencana di Indragiri Hulu
adalah 6 (enam) hari dalam seminggu.*?

Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerja lisan yang dibuat para pihak,
pekerja .mengatakan didalam perjanjian ' tersebut tidak ada mengatur
mengenai uang lembur. Dalam hal ini jelas jika melihat pada pasal 77 ayat
(2) Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa total jam
kerja nyata dalam seminggu tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Artinya
bahwa jika dilihat dari jam kerja pekerja di PT. Sinar Reksa Kencana
Indragiri Hulu 9 (sembilan) jam dalam.sehari jika dikalikan 6 (enam) hari
dalam seminggu berjumlah 54 jam (lima puluh empat) jam berarti
seharusnya ada kelebihan jam kerja sebagai uang lembur yang harus
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja.

Berdasarkan pasal 77 ayat (2) diatas, para pekerja/ karyawan mengaku

bahwa tidak ada uang lembur yang dibayarkan kepada mereka sebagaimana

% \Wawancara dengan Mandor Panen PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Andri Yusran , 26 februari
2019, jam. 11.25 Wib.
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seperti yang sudah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya peraturan ini juga dijelaskan pada pasal 78 ayat (1) yaitu:

1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh melebihi waktu kerja

i waktu kerja
ah lembur.

dilakukan oleh

gaji setiap bulannya. Adapun gaji yang diterima setiap bulannya oleh
pekerja/ karyawan di PT. Sinar Reksa Kencana dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 1.4
Daftar Gaji Karyawan di PT. Sinar Reksa Kencana

Indragiri Hulu
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No Nama Karyawan Jenis Kelamin Jabatan Gaji atau Upah
1 | Karmila Andriani P Kasir 2.870.910
2 | Marzuki 3.006.833
3 53.730
4 "~ 12.753.730
5 2.786.400
6 2.753.730
7 2.779.228
8 | Rudini Z 2.851.200
9 | Haidir Sinaga 2.945.160
10 | Jhon Hendri 2.626.576
11 | Zakaria 2.626.576
12 | Defrianti Adm. Tanam 2.626.576
13 | Indra L Security Kantor 2.626.576
14 | Saipul Aswad L Security Kantor 2.626.576
15 | Mardiana P Adm CD-DI 2.626.576
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16 | Mrih Hadi Tim Sos 2.626.576
17 | Ahmadi Survey 2.626.576
18 | Sarjudin 2.626.576
19

20

21

22 | Alimul 2.626.576
23 | Darmawe 2.626.576
24 | Riko Sung 2.626.576
25 2.626.576
26 2.626.576
27 | Sudirman 2.626.576
28 | M Zukri Driver Jinlo 2.626.576
29 | Henri Atra Pembantu Gudang 2.626.576
30 | Mansur Security 2.626.576
31 | Yandri Security pos | 2.626.576
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32 | Afrizal Qualiti Control 2.626.576
33 | Resi Ariandi Security 2.626.576
34 | Rahmat 2.626.576
35

36

37

38 2.626.576
39 2.626.576
40 2.626.576
41 2.626.576
42 2.626.576
43 | Benny Hidyat 2.626.576
44 | Ahmad Ramadhan 2.626.576
45 | Nurdin Zen Tim Sos 2.626.576
46 | Hendra Geni Pamel Jalan 2.626.576
47 | Endang Putrita Kr. Traksi 2.626.576
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48 | Azhar Pamel Jalan 2.626.576
49 | M Yus Reza Mekanik 2.626.576
50 2.626.576
51

52

53

54 2.626.576
55 2.626.576
56 2.626.576
57 2.626.576
58 | Asmadi 2.626.576
59 | Adam 2.626.576
60 | Andrianus 2.626.576
61 | Eri Yanto Security 2.626.576
62 | Adul Fitriadi Security 2.626.576
63 | Hendra Security 2.626.576
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64 | Rinto Irawan Security 2.626.576
65 | Zalmianto Security 2.626.576
66 2.626.576
67

68

69

70 2.751.116
71 | Rebna 2.751.116
72 | M Nur 2.751.116
73 | Fitra Yuni 2.751.116
74 | Balkoni 2.751.116
75 | Arbain 2.751.116
76 | Mas Wardi 2.751.116
77 | Harianto Tim Sos 2.751.116
78 | Mustafa Tim Sos 2.751.116
79 | Zamri A Tim Sos 2.751.116
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80 | Ramlan Tim Sos 2.751.116
81 | Edi Matison Security 2.751.116
82 2.751.116
83

84

85

86 2.751.116
87 | Sudirma 2.751.116
88 | Jhon Mil 2.751.116
89 | Dedi Indra 2.751.116
90 |Rio 2.751.116
91 | Doni Eka Saputra 2.751.116
92 | Totok 2.751.116
93 | Khairul Security 2.751.116
94 | Pelni Tokoh Masyarakat 2.751.116
95 | Mulyana Tokoh Masyarakat 2.751.116

98




N ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

96 | Amri Tokoh Masyarakat 2.751.116
97 | Budi Tokoh Masyarakat 2.751.116
98 | Bustami 2.751.116
99

100

101

102 2.751.116
103 3.250.000
104 2.751.116
105 | Muhsin 2.751.116
106 | Yusra 2.751.116
107 | Ermawati 2.751.116
108 | Herawati Pembantu Mess 2.751.116
109 | Marini Administrasi 2.751.116
110 | Ali Ambran Tim Sos 2.751.116
111 | Dedi Indra Tim Sos 2.751.116
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112 | Rahma Yulia Pembantu Mess 2.751.116
113 | Santi Sumarni Pembantu Mess 2.751.116
114 | Abd Rahman 2.751.116
115

116

117

118 2.626.576
119 2.626.576
120 2.626.576
121 | Saipul Ra 2.626.576
122 | Kusriadi 2.626.576
123 | Agus Wahyudi 2.626.576
124 | Almizan 2.626.576
125 | Zul Isnaini PK. Divisi 2.626.576
126 | Muhammadin Kerani Panen 2.626.576
127 | Kasimun Pemanen 2.626.576
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128 | Hidayat Pemanen 2.626.576
129 | Mangapin Hutasoid Pemanen 2.626.576
130 | Kamarudin 2.626.576
131
132 age

A
133 | Maro S.§ 5

o
134 | Suhairi ' 2.626.576
135 | Jumaris ’ 2.626.576
136 | Hermansa . . 2.626.576

/

137 | Wedi Sapu 1" 2.626.576
138 | Zulfaka "" ' 2.626.576
139 | Marhalim 2.626.576
140 | Amin 2.751.116
141 | Putri Ayunda Kerani Gudang 2.751.116
142 | Sukarlan Mandor Sanitasi 2.751.116
143 | Agus Kristianto Mandor Cehmis 2.751.116
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144 | Asma Sawir Gharim Musollah 2.751.116
145 | Amrianto Mandor Cehmis 2.751.116
146 | Sarbaini 2.751.116
147 <>

<>

~»

148 '

A
149 | Yogi ;

o
150 | Joni ’ 2.751.116
151 | Siti Juleh ’ 2.751.116
152 | Nambela = . 2.751.116
A

153 | Hepi Maiza l"" 2.751.116
154 | Toni '." ' 2.751.116
155 | Mardalis 2.751.116
156 | Rambe Rawat Gawang 2.751.116
157 | Monte Ketek Brondolan 2.751.116
158 | Sukirman Ketek Brondolan 2.751.116
159 | Nuri Babat Gawang 2.751.116
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160 | Roni Ketek Brondolan 2.751.116
161 | Khairul Ketek Brondolan 2.751.116
162 2.751.116
163

164

165

166 2.751.116
167 | Rambe 2.751.116
168 | Rusma 2.751.116
169 | Amzar 2.751.116
170 | Aswadi 2.753.730
171 | Tetrawati 2.626.576
172 | Andri Yusran 2.626.576
173 | Heriantoni Mandor pemupuk 2.626.576
174 | Amran Mandor 2.626.576
175 | Haiful Nasri Mandor cehmis 2.626.576

103




N ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

176 | Ningsih Wulan Dari Kerani Gudang 2.626.576
177 | Zamrawi Kerani Panen 2.626.576
178 | Samsul B 2.626.576
179

180

181

182 2.626.576
183 | Andi 2.626.576
184 | Abdullah 2.626.576
185 | Syamsir 2.626.576
186 | Ramelan 2.626.576
187 | Suliadi 2.626.576
188 | Dino 2.626.576
189 | Hamlan Pemanen 2.626.576
190 | Sudarson Pemanen 2.626.576
191 | Hendrianto Pemanen 2.626.576
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192 | Sahari Pemanen 2.626.576
193 | Herwanto Pemanen 2.626.576
194 | Buhari 2.626.576
195

196

197

198 2.626.576
199 2.751.116
200 2.751.116
201 | Zalman 2.751.116
202 | Agus 2.751.116
203 | Andi B 2.751.116
204 | Beny Rawat Gawang 2.751.116
205 | Iskandar Ngetek Brondolan 2.751.116
206 | Andi S Rawat Gawang 2.751.116
207 | Roni Rawat Gawang 2.751.116
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208 | Hendri Pemupukan 2.751.116
209 | Agus Pemupukan 2.751.116
210 | Seprianto 2.751.116
211

<>

=

212 g

A
213 5

o
214 " 2.751.116
215 | Miko ’ 2.751.116
216 | Herman '; 2.751.116
F |

217 | Jumiati l" 2.751.116
218 | DepiR "" ' 2.751.116
219 | Ego 2.751.116
220 | Yono Rawat Gawang 2.751.116
221 | Tain Rawat Gawang 2.751.116
222 | M. Rawilis Mandor | 2.753.730
223 | Sudirman Mandor Panen 2.626.576
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224 | Saprianto Mandor Perawatan 2.626.576
225 | Irwanto Mandor Perawatan 2.626.576
226 | M. Hasba 2.626.576
227

228

229 2.626.576
230 | Abu Na 2.626.576
231 | Supardi 2.626.576
232 | Rahmad | 2.626.576
233 | Saprudin 2.626.576
234 | Kunardi 2.626.576
235 | Arifin 2.626.576
236 | Hermansya 2.626.576
237 | Lukman Hakim T Pemanen 2.626.576
238 | Bezi Sobulolo Pemanen 2.626.576
239 | Pertobatan Pemanen 2.626.576

107




N ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

240 | Yasozamulazai Pemanen 2.626.576
241 | Yamo Atulo Pemanen 2.626.576
242 | Abdul Rahim 2.626.576
243

244

245

246 2.626.576
247 | Basir 2.751.116
248 | Ahmad D 2.751.116
249 | Jumri 2.751.116
250 | Muhadir M 2.751.116
251 | Dadang S 2.751.116
252 | Alwis Pengawas Alat B 2.751.116
253 | Dulharsono PK Api 2.751.116
254 | Faizal Zuhri Babat Gawang 2.751.116
255 | Abunasri Babat Gawang 2.751.116
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256 | Tarma Babat Gawang 2.751.116
257 | Yusuardi Babat Gawang 2.751.116
258 | Giok 2.751.116
259

260

261

262 2.751.116
263 | Adit 2.751.116
264 | Asiswant 2.751.116
265 | Timer 2.751.116
266 | Bujang 2.751.116
267 | Siburian 2.751.116
268 | Muji 2.751.116
269 | Repan Babat Gawang 2.751.116
270 | Vender Babat Gawang 2.751.116
271 | M. Ridwan Babat Gawang 2.751.116
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272 | Surabel Chemis 2.751.116
273 | Regar Babat Gawang 2.751.116
274 | Asri 2.751.116
275 | M Ce

276 | Mukta

277 | Selius

278 | Turemi 2.751.116
279 | Pahrina 2.751.116
280 |Iwan$S 2.751.116
281 | Wahidin 2.751.116
282 | Uton 2.751.116
283 | Arman 2.751.116
284 | Rio 2.751.116
285 | Dendi Babat Gawang 2.751.1162.
286 | Nasib Alpian Mandor I Devisi | 2.760.104
287 | Salman Mandor Panen 2.626.576

110




N ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

288 | Arif Padila Pengawas Panen 2.626.576
289 | Hazian Mandor Chemis 2.626.576
290 2.626.576
291

292

293

294 2.626.576
295 2.626.576
296 2.626.576
297 2.626.576
298 | Erkek 2.626.576
299 | Delpisa 2.626.576
300 | Tarmizi 2.626.576
301 | Khaidir Kontrol Api 2.751.116
302 | Comok Babat Gawang 2.751.116
303 | Atan Babat Gawang 2.751.116
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304 | Rudi Babat Gawang 2.751.116
305 | Meri Babat Gawang 2.751.116
306 2.751.116

307

308

309

310 2.751.116
311 | Eko 2.751.116
312 | Eboh 2.751.116
313 | Isus 2.751.116
314 | Dewi 2.751.116
315 | Pinda 2.751.116
316 | Inor Babat Gawang 2.751.116
317 | Agut Babat Gawang 2.751.116
318 | Sigit Babat Gawang 2.751.116
319 | Surianto Mandor Perawatan 2.626.576
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320 | Irawati Kerani Divisi 2.62.576
321 | Putra Perawatan 2.751.116
322 | Dedi Susanto 2.751.116
323 | Yaki

324 | Raya

325 | Azhari 2.626. 576
326 | Rony 2.751.116
327 | Arbain 2.751.116
328 | Ali Amra 2.751.116
329 | EkaP 2.751.116

Sumber : Hasil

dilihat pada tabel tersebut diatas, ba

Wasannya setiap karyawan memiliki gaji

atau upah yang berbeda-beda artinya tidak ada kesamaan dalam segi upah atau

gaji tersebut. Menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan upah minimum terdiri atas:

a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ kota;
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b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/
kota. Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan
usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi lapangan usaha indonesia
untuk kabupaten/ kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak
boleh lebih renda dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Dalam hal ini, untuk upahiyang diterinna oleh seluruh pekerja/ karyawan
di PT. Sinar Reksa Kencana ternyata masih ada sebagian dari karyawan atau
pekerja menerima upah atau gaji dibawah UMK Kabupaten Indragiri Hulu,
sesuai SK Gubernur Riau Tahun 2018 yang mulai berlaku 1 januari 2019
Nomor Keputusan: 911/ X/ 2018 tentang penetapan Upah Minimum Kota
Pekanbaru yang disesuaikan dengan kecukupan hidup Kabupaten Indragiri
Hulu sebesar Rp. 2.751.076-(dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh
puluh ratus puluh enam);-dasar hukumnya adalah ketentuan pasal 90 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang
menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih renda dari
upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89™.

Dari hasil wawancara kepada. pekerja/ karyawan, mereka mengatakaan
bahwa selain gaji yang tidak sesual dengan UMK Kabupaten Indragiri Hulu,
namun sering juga terjadi keterlambatan dalam pemberian gaji setiap bulannya,
dimana pada perjanjian awal seharusnya mereka menerima gaji pada tangal
1(satu) atau paling lambat tanggal 5 (lima), namun pada kenyataan mereka

sering menerima gaji pada tanggal 10 (sepuluh) atau hampir pertengahan bulan
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tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.®* Bahkan pada akhir Tahun 2018

tepatnya pada bulan November dan Desember gaji mereka tidak dikeluarkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan menager PT. Sinar Reksa

ndragiri Hulu
belum ecara substansi dari
Pasal 88 a , _- ‘ 2003 Tentang
Ketenaga . o

yang me

dimaksud

lisan antara pekerja dengan pengusaha, bahwa isi dalam perjanjian lisan
tersebut tidak membahas mengenai waktu istirahat. Namun salah satu hak
karyawan/ pekerja yaitu berhak mendapatkan waktu istirahat setelah bekerja
selama 4 (empat) jam, hal ini dapat dilihat dalam pasal 79 ayat (2) huruf a

yaitu istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah

% Wawancara dengan Mandor Chemis PT.Sinar Reksa Kencana Bapak Hendra Atra, 26 februari
2019, Jam 10.25 Wib.
% Wawancara dengan Manager PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Syamsuardi, 25 Februari 2019
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bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut
tidak termasuk jam kerja. Namun untuk masalah waktu istirahat ini

karyawan belum mendapatkan jam istirahat yang sesuai dengan peraturan

ikan waktu istirahat

pihak perusahaan dalam hal ini tidak bertanggung jawab.*

Dari kenyataan diatas jelas bertentangan dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan, hal ini didasarkan pada pasal 86 ayat (1) huruf a yang
menjelaskan bahwasannya setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian

% Wawancara dengan Mandor Panen PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Andri Yusran, 26 Februari
2019, Jam 11.28 Wib
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diperjelas lagi oleh pasal 86 ayat (2) yang menyatakan untuk melindungi

keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang

optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

dengan pihak perusahaan lebih mengutamakan jalur penyelesaian secara
musyawarah dan hal ini telah dilakukan. Namun dari hasil wawancara dengan
pekerja/ karyawan, mereka mengatakan bahwa sampai hari ini permasalahan

tersebut masih terjadi.
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Adapun bentuk permasalahan yang terjadi tersebut berupa hak-hak pekerja/
karyawan di PT. Sinar Reksa Kencana lindragiri Hulu yang tidak terpenuhi adalah
sebagai berikut:

1. Sering terjadi keterlambatan.dalam pembayaran gaji

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja/
karyawan PT. Sinar Reksa,Kencana bahwa mereka hampir tidak pernah
mendapatkan gaji tepat pada waktunya, artinya bahwa pihak perusahaan sering
terlambat setiap bulannya dalam memberi gaji kepada pekerja/ karyawannya.®’
Padahal pada perjanjian awal pihak perusahaan mengatakan bahwa karyawan
berhak menerima gaji setiap bulannya pada tanggal 1 dan paling lambat tangal
5, namun yang sering terjadi pekerja/ karyawan sering menerima gaji setiap
bulannya pada taggal 10 bahkan sampai 2 (dua) bulan baru dikeluarkan, hal ini
jelas bertentangan dengan-aturan yang ada.

Upaya penyelesaian permasalahan tersebut yang. pekerja/ karyawan
tempuh adalah melalui musyawara dengan pimpinan PT. Sinar Reksa Kencana
Indragiri Hulu telah dilakukan namun, permasalahan tersebut sampai saat ini
masih terjadi . Adapun alasan yang diberikan oleh Pihak perusahaan ialah,
bahwa seringnya keterlambatan dalam pemberian gaji setiap bulannya
bukanlah karna disengaja, melainkan kurangnya masukan atau pendapatan PT.
Sinar Reksa Kencana dan juga disebabkan karena murahnya harga kelapa

sawit, apa lagi akhir-akhir tahun 2018 yang lalu, sehingga terpaksa gaji

%" Wawancara dengan Pekerja/ Karyawan PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Mardiles 21 Februari
2019, Jam 9.00 Wib.
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pekerja/ karyawan telat diberikan.®® Tapi berdasarkan pengamatan penulis

lakukan bahwa ternyata alasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan tidak

sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah, sebab penulis melihat bahwa

Tidak adz

ketenagakerjaan bahwa karyawan yang dipekerjakan oleh pengusaha melebihi

dari 40 (empat puluh) jam dalam satu minggu, maka mereka berhak untuk
mendapatkan uang lembur.”® Namun yang terjadi di PT. Sinar Reksa Kencana

Indragiri Hulu, mereka tidak pernah mendapatkan uang lembur tersebut.

% Wawancara dengan Manager PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Syamsuardi, Senin 25 Februari
2019, Jam 10.15 Wib.

**Wawancara dengan Pekerja/ Karyawan PT. Sinar Reksa Kencana , 21 Februari 2019, Jam 9 .20
Wib.
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Alasan perusahaan tidak memberikan uang lembur tersebut adalah karena
karyawan sepakat untuk bekerja selama 9 (delapan) jam satu hari atau terhitung

54 (lima puluh empat) jam dalam seminggu. Padahal secara jelas dikatakan

an Musyawara

erhasil kaarena
sampai - jelasan i ke an jam kerja yng

seharusny

mengikuti atau berpedoman pada aturan yang berlaku. Namun pada kenyataan
yang terjadi dilapangan pekerja/ karyawan hanya diberikan waktu istirahat
makan ataupun sholat jam 12.00 sampai dengan 13.00, bahkan sering juga
waktu istirahat ini lewat dari jam 12.00 hal ini jelas bertentangan dengan
undang-undang yang berlaku, karena undang-undang mengamanatkan bahwa

karyawan berhak istirahat setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam.
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Alasan yang diberikan oleh pihak perusahaan Indragiri Hulu adalah
bahwa apabila pekerja/ karyawan istirahat pada saat 4 jam sekali, maka

dikhawatirkan bermalas-malasan untuk melakukan pekerjaannya kembali,

sepenuhnya. Berdasark: : : s+ lakukan dengan

pekerja/ karyawa : an ada yang mengalami

Dari semua jenis-jenis perselisihan atau permasalahan tersebut diatas
mengenai tidak terpenuhinya hak-hak pekerja/ karyawan termasuk kedalam jenis
perselisihan hak, dimana objek sengketa yang tidak terpenuhi adalah hak pekerja/

karyawan. Sebenarnya pekerja/ karyawan dapat menyelesaikan permasalahan

1% Wawancara dengan Pekerja/ Karyawan PT. Sinar Reksa Kencana Bapak Ronal, 22 Februari
2019, Jam 11.30 Wib.

121



tersebut melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, karena
semua jenis perselisihan tersebut termasuk kedalam perselisihan hak, hanya saja
mereka tidak mengetahui jalur penyelesaian tersebut.

Sedangkan .berdasarkan-hasil wawancara yang penulis lakukan dengan
pihak perusahaan PT. Rigunas Agri Utama dan beberapa pekerja atau karyawan
lainnya, - mereka mengatakan, = bahwasannya, ketika terjadi sengketa atau
permasalahaan antara pekerja atau karyawan, serikat pekerja atau serikat buruh,
baik mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan
kerja maupun_perselisinan antar serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan
secara musyawarah mufakat, yaitu dengan penyelesaian melalui organisasi yang
ada dalam perusahaan tersebut SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), jika
masih belum selesai oleh organisasi tersebut maka dibantu olen Humas dan
sampai pada pihak tertinggi~dalam hal ini Senior\Manager, jika belum mencapai
kata musyawara untuk mufakat maka solusi terakhir diselesaikan melalui PPHI
(Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)."®*

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja/ karyawan di PT. Sinar
Reksa Kencana dan PT. Rigunas.Agri Utama.dalam menyelesaikan permasalahan
terkait tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak tentunya harus
berpedoman kepada aturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam menyelesaikan

perselisihan hubungan industrial, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

101 \wWawancara dengan Karyawan atau Pekerja PT. Rigunas Agri Utama Awalina Tanjung, 11
Februari 2019, jam 9.15 Wib.
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1. Tahap Perundingan Bipartit
Perundingan Bipartit adalah suatu perundingan antara pekerja dengan

pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yang berupa

a.

EA L

n kepentingan,

antar serikat

AL UL L T

ditempu jalur berikutnya melalui Mediasi/ konsiliasi/ Arbitrase/ Pengadilan.
2. Tahap Perundingan Tripartit

Adapun jalur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui
tripartit adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Melalui Lembaga Mediasi
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Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar

serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah

ditempu jalu QQ .

b. Penyelesaian Melal

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) HEBHBZISIICIJE)(I
NI disay yejepe i uawnyo(g
=
QD
5
=
o
g
]

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat
buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi
oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

Prosedur Penyelesaian Persellisihan Hubungan Industrial melalui

lembaga konsiliasi adalah sebagai berikut:
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a. Perselisihan tersebut mengenai perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat

buruh.

ecara untuk damai.

pihak, maka

ke Pengadilan

melanjutkan ke

atau patuh kepada keputusan yang telah diberikan oleh hakim (arbiter) atau
para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk.

Prosedur Penyelesaian Persellisihan Hubungan Industrial melalui
lembaga arbitrase adalah sebagai berikut:
a. Perselisihan tersebut mengenai perselisihan kepentingan, perselisihan

antar serikat pekerja/ serikat buruh.
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b. Perundingan tersebut untuk mencari penyelesaian secara berdamai.
c. Apabila para pihak sepakat berdamai, maka dibuatkan Perjanjian

Bersama. Kemudian perjanjian Bersama Tersebut didaftarkan ke

ke Pengadilan
rah  hukumnya

tersebut harus

. Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkama Agung menetapkan akibat
dari pembatalan baik seluruhnya atau sebagian putusan arbiter.
3. Tahap Penyelesaian Melalui Pengadilan.
Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
dengan melalui perundingan terlebih dahulu, maka pengusaha dan pekerja/

buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan
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hubungan industrial yang sebagaimana telah diatur dalam UU No 2 Tahun

2004. Kecuali keputusan Arbitrase harus melalui kasasi yang mana tidak lagi

diperiksa di pengadilan Negeri tetapi melalui Mahkama Agung.
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perjanjian kerja secara tertulis. Penulis belum menemukan adanya larangan

mengenai perjanjian kerja secara tertulis ataupun lisan sebab dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 51
secara Tegas Mengatakan perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun
tidak tertulis. Mengenai Kepastian Hukum yang ditimbulkan dari perjanjian

kerja yang dibuat secara lisan terkait hak dan kewajiban para pihak di PT. Sinar
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Reksa Kencana Indragiri Hulu, penulis berpendapat bahwa perjnjian kerja lisan
yang diterapkan di PT. Sinar Reksa Kencana Indragiri Hulu tidak menjamin
kepastian hukum berupa tidak terpenuhinya hak-hak pekerja seperti tidak
adanya ketepatan pembayaran_gaji, gaji-yang tidak sesuai dengan UMK
Kabupaten Indragiri Hulu, tidak ada uang lembur, serta tidak adanya kepastian
tentang jam istirahat dalamchekerja ‘dan; tidak adanya ke sesuaian antara
kesepakatan awal perjanjian kerja lisan antara pihak Perusahaan dengan
pekerja/ karyawan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Upaya yang dilakukan oleh pekerja terkait tidak terpenuhinya hak mereka
adalah melaui musyawarah antara pekerja/ karyawan dengan pihak perusahaan,
akan tetapi ternyata upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka dapat
diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di dalam
upaya penyelesaian persetisihan hubungan industrial ada beberapa tahap yang
harus dilakukan, yang pertama secara bipartit, apabila tidak mencapali
kesepakatan maka dapat dilakukan melalui jalur triparti yang terdiri dari
mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Namun apabilah ternyata melalui jalur
tripartit juga tidak mencapaai kesepakatan, maka dapat menempuh jalur
penyelesaian terakhir yaitu melalui pengadilan hubungan industrial.

B. Saran

1. Terkait perjanjian kerja yang diterapkan di PT. Sinar Reksa Kensana sebaiknya

dibuat dalam bentuk tertulis seperti yang diterapkan di PT. Rigunas Agri

Utama agar lebih menjamin kepastian hukum terhadap hak-haknya, sehingga
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apabila terjadi permasalahan dapat dilakukan penuntutan melalui jalur

pengadilan dan mempunyai alat bukti yang tertulis.

. Bagi pihak yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi baik di PT. Sinar Reksa

pat menempuh jalur

“h“\“ .’e an  melalui

130



DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:

Aji Prayudi, Aspek-Aspek Hukum Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001.

Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad jalis, Hukum_ Bisnis Untuk
Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: Prenada Media group, 2005.

Djumadiji, Perjanjian Kerja-Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Perss, 2005.
, Perjanjian Pemborongan,Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
1994.

Faisal santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakrta: Mitra Wacana Media, 2012.
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Handri Raharjo, Hukum Perjanjian. Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2009.

Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang- Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Linnya,
Cet-2, Bogor, 2011.

Hidayat Muharam, Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak. Jakarta: Mengapoin, 2007.

Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja, Jakarta:
Pakri Bayangkara, 1968.

Jamal Wiwoho, Pengantar Hukum Bisnis, Surakarta: Lembaga Pengembangan
Pendidikan UNS dan UPT, 2008

Jhon Rowls , A Theory Of Justice: Oxford University Press yang sudah
Diterjemahkaan Kedalam Bahasa Indonesia oleh Uzar Fauzan daan Heru
Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasara-Dasar Filsafat dan teori Hukum, Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2001.

131



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Lihat Radbruch dalam buku The Huijbers, Filsafat Hukum Lintas Sejarah,
Jakarta: Kamisius, 1982.

M.G.Rood. mengemukakan ketentuan tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi
dalam perjanjian kerja sewaktu bertindak sebagai tenaga penatar terhadap
dosen-dosen hukum perburuhan seluruh indonesia

Ay
9]
[
=
[
A
@D
o
C
D

Peter Mah
Grou

erja Pada PT.
ru: Universitas

dung: Alumni,

o LEE L a

Sri Wahyuni, dkk, Pedame g Magister lImu Hukum
Universitas Islam 3 ekan IR Perss, 2012.

Sukandarrumidli, Metodologi Pe unjuk Praktis untuk Peneliti Pemula,
Yogyakarta: Gadjah Mada Unlver3|ty Press, 2004.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:
liberty, 1988.

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1985.
, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002.

Setiawan R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Jakarta: Intermasa, 1990.

132



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Sendjum. W, Manullang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Rineka
Cipta, 1990.

Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Jakarta: Ul Perss, 2006.

Sujipto Raharjo, limu.t m, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4279)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 39).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Ketenagakerjaan.

133



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Jurnal:

M.G. Rood, mengemukakan ketentuan tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi
dalam perjanjian kerja sewaktu bertindak sebagai tenaga penatar terhadap
Dosen-Dosen Hukum Perburuhan Seluruh Indonesia di Fakultas Hukum
UNPAD Bandung,Tanggal 7-9 agustus 1989.

diakses,

diakses,

134


http://www.plasa.com/
http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html

